
BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 16 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN 

MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf f dan Pasal 37 
Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 
dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah 
dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan 
masyarakat di bidang Loka Latihan Kerja Usaha Kecil 
dan Menengah, maka perlu diatur dalam suatu 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Loka Latihan Kerja 
Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kabupaten Sintang; 

c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan 
Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan 
Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan 
Menengah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu 
diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah 
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Sintang; 

Mengingat... 



) 

Menetapkan 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Pcnctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tcntang Pcmbentukan Dacrah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lcmbaran Republik 
Indoncsia Nomor 352) Scbagai Undang-Undang 
(Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN 
MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG. 

BAB I. .. 



) 

BAB L 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : P",,a adatah Kabupaten si~tang. 
'pemherintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
" pmerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjad go@pgan daerah otonom. 
Bupati adalah upat intang. 

' pitas Tanaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Sintang. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Sintang. 

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Sintang. 

7. Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 

8. Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat 
LLKUKM adalah Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan 
Mengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan 
Menengah yang selanjutnya disebut Kepala LLKUKM adalah Kepala UPT 
LLKUKM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. 

10. Eselon adalah tingkatn dalam jabatan struktural. 
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan. 

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
LLKUKM. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

LLKUKM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi di bidang pelatihan Tenaga Kcrja Khususnya bagi Usaha Kecil 
dan Menengah. 

Pasal 4 

fl) LLKUKM dipimpin olch scorang Kepala LLKUKM yang bcrada di bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Kcpala Dinas mclalui Sckretaris 
Dinas. 

(2) Kpala.. 



LLKUKM dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub 
% KP ~~ea Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagia 
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 

g "" _~dukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LLKUKM. berke 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan organisasi LLKUKM, terdiri dari : 
() 

a. Kepala LLKUKM; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
e. Kelompok Jabatan Pungsional. 

(2) Bagan Struktur organisasi LLKUKM sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
LLKUKM 

Pasal 6 

LLKUKM mempunyai tugas melatih tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas 
dan produktifitas tenaga kerja dalam bidang usaha kecil dan menengah yang 
ada di perdesaan dan pinggiran kota guna memperluas lapangan usaha dan 
kesempatan kerja. 

Pasal 7 

Untuk mclaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
LLKUKM mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja; 
b. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; 
c. penyelenggaraan pengembangan, penyebarluasan dan penerapan teknologi 

tepat guna dan padat karya; 
d. penyelenggaraan pelatihan pengembangan bidang norma ketenagakerjaan 

keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis; " 
Paksanaan pelathan keliling (MTU), institusional, non institusional tingkat 
a, pelatihan produksi dan uji keterampilan serta pelatihan kerjasama 

"ngan pihak ketiga; 
' Pelaksanaan pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil 

Pelatihan serta pelayanan informasi pelatihan. 

Bagian... 



Bagian Kedua 
Kepala LLKUKM 

Pasal 8 

LLKUKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
gepal . tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelatihan 
memP"",_aan dan usaha kecil menengah kepada masyarakat scecara 
etena8 
aaripumna 

Pasal 9 

k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala 
Untu! :f (KM mempunya tungs1r: : 
Il"_sunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan LLKUKM sebagai 

{[man pelaksanaan tugas; . 
'~~iapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis operasional 

" [gelolaan LLKUKM sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan 
kebijakan teknis; 
penyelenggaraan pelayanan pelatihan secara paripuma kepada masyarakat, 
guna memenuhi kebutuhan akan lapangan kerja; 

d. pelaksanan bimbingan dan pengawasan terhadap bawahan; 
d ak t e. pelaksanaan pengawasan dan pelayanan pelatihan kepa a masyar a 

guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pelatihan kepada 
masyarakat; . 

f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data 
sebagai bahan analisis kebijakan; 

g. pemberian informasi kebijakan teknis operasional LLKUKM guna 
peningkatan pemahaman; 

h. pengendalian urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja; 
i. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun 
informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

j. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 
k. penyusunan laporan kegiatan LLKUKM kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; dan 
I. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 10 

""Pagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, 
a_"?Rnyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi 

e tausahaan, aparatur, keuangan dan arsip. 

Pasal 11 
[{"" 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub _8an Tata Usaha mempunyai fungsi : 
{"""nan rencana, program kcrja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata 

a sebagai pedoman pelaksanan tugas; 

b. penyelenggaraan... 



elenggaraan kegiatam administrasi surat menyurat, kearsipan, 
b, pe�ustakaan, kehumasan, keprotokalan, kepegawaian, keuapgan, 

'__jengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan 
'aoran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan LLKUKM; 
',jesanaan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana 
{KM agar digunakan sesuai kebutuhan; 

emeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui 
,sesuai dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut; 

nyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data 
'berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis; 
�}aksanaan koordmas1 dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

"° ~asyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal 
guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas ; 

h. penyampaian informasi kebijakan teknis LLKUKM kepada pihak yang 
berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis; 

i pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan 
organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja; 

j. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan 
dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan 
akurat; 

k. pemberian bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan tugas; 

1. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada 
atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang 
pelaksanaan tugas LLKUKM sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 

(l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
ketrampilannya. 

() Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional 
ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. 

) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang- 
undangan. 

BAB VI 
ESELONERING 

Pasal 14 

t) Kepala LLKUKM adalah Jabatan Struktural Eselon IVa; 
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ala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb. e) KeP 
BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 15 

Ale LLKUKM dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yan£ 
""a oleh Kepala Dinas. iteta 

Pasal 16 

elompok jabatan Pungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang 
"gg-masing dipimpin oleh pejabat fungsional yang paling senior dan 
mas1 al: ' 
ditunjuk oleh Kepx la Dinas. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LLKUKM, Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prins1p 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan 
horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dalam unit 
kerja lainnya dengan tugas pokoknya. 

Pasal 18 

(1) Pimpinan satuan organisasi pada LLKUKM wajib mengkoordinasikan 
bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan 
pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya. 

(2) Pimpinan satuan organisasi pada LLKUKM wajib mentaati peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala. 

Setip laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lcbih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahannya. 

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 19 

"pala Sub Bagian Tata Usaha dan kclompok jabatan Fungsional pada ''AUKM mnenyarpaikan laporan kepada Kcpala LLKUKM dan berdasarkan 
L�J1x,ran Lcrscbut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala 

LKUKM. 

I , 

(1) 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 20 

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dcsentralisasi dibebankan 
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang. 

(2) Pclaksanaan... 



2) 

(1) 

(2) 

(3) 

• 003J 

pelaksanaan program kerja berdasarl 
embantuan menjadi beban Anggar. [''gas dekonsentrasi dan tugas 

P an endapatan dan Belanja Negara. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21 
Rincian tugas jabatan struktural d · b . . 

bih lanjut oleh Kepala Di· _ an jabatan fungsional umum diatur 
lebn! inas enaga Kerja dan Transmigrasi. 

Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih 
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan ' 1lah. iat : .: 

b ke· Jumtait, sutat jen1s 
dan beban zerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, 
efektif dan proporsional. 

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam 
Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pejabat yang telah ditetapkan 
dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Loka Latihan Kerja U saha Kecil dan Menengah pada Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tetap menjabat dan 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan 
sampai dengan adanya penetapan dan pelantikan Pejabat yang berdasarkan 
pada Peraturan Bupati ini. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah 
Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang (Berita 
Daerah Kabur te Si·te Tahun 2010 Nomor 1178), dicabut dan dinyatakan 
tidal paten 1ntang 

berlaku. 

Pasal 24... 



t 

Pasal 24 

~turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Pet tah setiap orang mengete uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
6_,, ;i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 3up 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 13 Fe bruari 2017 

hUPT smwrA«9.4. 

X JAROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 13 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 16 
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PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR 16 TAHUN 2017 
TANGGAL 13 FEBRUARI 2017 
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN 
MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG 

AN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
BAG LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH 

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN SINTANG 

K.EPALA LLKUKM 

I 
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

±An 
smN19Md. 

0 

JAROT WINARNO 


